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DESKRIPSI SINGKAT

Matakuliah ini menjelaskan dan memberi 

pengetahuan dasar keilmuan tentang 

Hukum Administrasi pada umumnya, dan 

Hukum Administrasi di Indonesia pada 

khususnya, serta obyek, metode, dan 

sistematika Ilmu Hukum Administrasi.
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POKOK BAHASAN I

LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM 

ADMINISTRASI DENGAN HUKUM LAINNYA:

1. SEJARAH DAN STATUS HUKUM ADMINISTRASI

2. HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DENGAN 

DISIPLIN HUKUM LAINNYA.

POKOK BAHASAN II

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI:

1. FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI

2. OBYEK HUKUM ADMINISTRASI

3. METODE HUKUM ADMINISTRASI

4. SISTEMATIKA HUKUM ADMINISTRASI
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POKOK BAHASAN III

PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI:

1. ISTILAH-ISTILAH YG TERKAIT DENGAN HUKUM 

ADMINISTRASI

2. PENGERTIAN DAN RUMUSAN HUKUM 

ADMINISTRASI

POKOK BAHASAN IV

STATUS HUKUM ADMINISTRASI:

1. DALAM NEGARA PENGUASA DAN KOLONIAL 

HINDIA BELANDA

2. DALAM NEGARA DEMOKRASI DAN PROKLAMASI 

1945
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POKOK BAHASAN V

SIFAT HUKUM ADMINISTRASI:

1. PENGERTIAN DAN KRITERIA TIPE NEGARA

2. KONSEP NEGARA HUKUM 

3. KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE 

STATE)

POKOK BAHASAN VI

SUMBER DAN KOMPONEN HUKUM ADMINISTRASI

1. SUMBER HUKUM ADMINISTRASI

2. KOMPONEN HUKUM ADMINISTRASI
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POKOK BAHASAN VII

KETETAPAN (BESCHIKKING):

1. PENGERTIAN KETETAPAN

2. SYARAT-SYARAT SAHNYA KETETAPAN

3. JENIS-JENIS KETETAPAN

4. BERAKHIRNYA SEBUAH KETETAPAN

POKOK BAHASAN VIII

SARANA-SARANA HUKUM ADMINISTRASI:

1. KETETAPAN YANG BERSIFAT MENGATUR 

(BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING)

2. PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDS REGELS)

3. PERATURAN YANG DIPERJANJIKAN (BELEIDS 

OVREENKOMST)

4. RENCANA-RENCANA (HET PLAN)

5. PERBUATAN NYATA (FEITELIJKE HANDELING)
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POKOK BAHASAN IX

FREIES ERMESSEN :

1. PENGERTIAN FREIES ERMESSEN

2. FUNGSI DAN HAKIKAT FREIES ERMESSEN

3. SUBJEKTIEF NOODRECHT

POKOK BAHASAN X

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. PENGERTIAN AUPB

2. FUNGSI DAN HAKIKAT AUPB

3. AUPB DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
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POKOK BAHASAN XI

TEORI PENYIMPANGAN (DEVIASI/ULTRA VIRES):

1. PERBUATAN PENGUASA YG MELANGGAR HUKUM 

(ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD)

2. PENYALAGUNAAN KEWENANGAN 

(DETOURNAMENT DEPAVOIR)

3. PERBUATAN SEWENANG-WENANG (DAAD VAN 

WILLEKKEUR)

POKOK BAHASAN XII

KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT PUBLIK:

1. PEJABAT POLITIK

2. PEGAWAI NEGERI

3. HAKIM DAN JAKSA

4. PEGAWAI BUMN/BUMD
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POKOK BAHASAN XIII

BARANG-BARANG MILIK NEGARA:

1. BARANG MILIK PUBLIK

2. BARANG MILIK BUMN/BUMD

3. PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK

POKOK BAHASAN XIV

SANKSI DALAM HUKUM ADMINISTRASI:

1. SANKSI PADA UMUMNYA

2. JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRASI

3. SANKSI DALAM PTUN
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POKOK BAHASAN XV

PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. PERADILAN ADMINISTRASI PADA UMUMNYA

2. HAKIKAT PTUN

3. KARAKTERISTIK PTUN
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